it Ixej ahatan T(_mnsmc dan Ancaman bugi hc:dnuhmn NIRI

- . .' E @mdmﬁ @yah

__.'Azasmk

ﬂ ncczman z‘er&adap pemzfuaﬂ dan ,éemtzmn 5@;2 gsa mafzm 5ema’a pada ,%an dzsz ycm g men g&bawafzr%an, . e

rmdafean fee&eramn dan mz‘zmzdasz sema,%m sermg tefy.szdz, _tznda/zan mengatmﬂamakan agama dan

g 2 fee']ompo;( :sosial a’yadz&an alamﬁ pemévmar unfu!e melakukan tindakan y yang melanggar norma dan &u&umﬁ_.:' S

' yang berlafeu, tma’a&an menjustice sescorang mfzpcz melalzu prosedur rﬁu}’um yang legal dzanggap sesuaty

yang sah dan boleh dzla/’al’an, menyikapi situasi yang ada maf ini bukum /bams tampil sebagar panglzrna_ -
tertinggl untuk menertibkan dan mencegah fezjadzﬁya ancginan z‘erbczdap kezz’aulatmz NKRI (Negara

Kesatuan Republik Indonesza) ‘negara fidak boleh kalah dengaﬁ kejahatan karena hukum bertujuan
uniuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Upaya bersama antara semua elemen bangsa
Indonesia sangat diperlukan univk membunub sel-sel kejabatan yang ade korena dengan mengabaikan dan

membiarkan tindakan intoleransi tfersebut a/ean MEﬂJQdZ 50m ‘wa}'z‘u ( time bomb) untuk tumbub suburnya

mdz{a[zsme dan fevorisme di Indonesia.

Kata Kunci : NKRI, Penegakan hukum,Terorisme.

Pendahuluan

Setiap manusia \terlahir kedunia tidak
pernah tahu akan menjadi warga negara apa?,
berada pada strata apa?. Lidak ada satupun
manusia  bisa menolak kelahiran maupun
kematiannya semua sudah digariskan  dan
ditentukan oleh sang pencipta penguasa jagat
raya. Orang tua yang membesarkan kita semua
berharap pada suatu ketika nanti anaknya
akan menjadi orang yang sukses dan berguna
bagi orang lain. Namun pengharapan tersebut
bisa terjadi sebaliknya yaitu dihadapkan pada

situasi kemiskinan, diskriminasi dan intimidasi.

Ketidaksesuaian antara apa yang menjadi
harapan dengan kenyataan tersebut akan
melahirkan kekecewaan-kekecewaan, bahkan

Dr. Beridiansyak, 5.H., M.H.,, Kepala Detasemen Gegana Satbrimob
Polda Jambi, juga sebagal Dosen Pada Universitas Jambi (UNJA) dan
Universitas Batanghan (UNBARI) Jambi, Email @ Berdi Wira@Gmail.

corm.

dalam t_ingkatan yang paling ekstrim dan radikal.

Kegamangan dan ketidaksiapan/ dalam
menghadapi  kenyataan hidup yang makin
sulit menyebabkan orang mencari'solusi dalam
memenuhi  kebutuhan dengan mengabaikan
norma-norma dan etikd yang diakui dalam
lingkungan .masyarakat Indonesia schingga
menyebabkan terjadinya pergeseran adat dan
budaya bangsa yang begitu luhur dan penuh
dengan telah  berubah
menjadi masyarakat yang apazis (tidak mau tahu)

keramah-tamahan

dengan yang lain, hal ini semakin diperparah
lagi dengan masuknya budaya asing yang
mempertontonkan budaya hidup yang konsumtif
sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat
yang
ekonomi dan sosial semakin menganga antara

menyebabkan  tingkat  kesenjangan

yang kaya dengan yang miskin, keadaan tersebut

menyebabkan tingkat persaingan semakin

ketat semua berpacu dengan waktu schingga
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-menumbuh suburkan penlaku sxapa yang kuai:__

_'."'.'dm yimg akan menang

Rasa frustam dalam mensikapi 1eahta

‘--"-'sosml semakln menumbuh suburkan perilaku-

i ﬁperllaku yang bertentangan dengan norma-
-+ norma dan etika yang berlaku pada masystakat
"'menyebabkan sering terjadi budaya kekerasan

dan main hakim sendiri. Sejalan dengan situasi

- tersebut Franz Magms Suseno,’ menyebutkan

: masyarakat bertindak dengan kekerasan, yaitu:
(1) transform351 dalam masyarakat; (2} akumulasi
keben_clan dalamn masyarakat; (3) masyarakat
y'ang' sakit dam (4) sistern institusionalisasi
kekerasan. .

“ Faktor
masyarakat
masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi

transtormasi  budaya  dalam

menunjuk pada ketidaksiapan
dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan
yang luar biasa dan membuat - masyarakat
dalam  keadaan tegang terus menerus.
Proses transformasi budaya dari masyarakat
tradisional ke masyarakat modern dengan
sendirinya menciptakan disorientasi, dislokas,
disfungsionalisasi

ancaman ckonomis,

yang,  dirasakan secbagai
psikologis dan politis.
Faktor akumulasi kebencian dalam masyarakat
menunjuk  kepada adanya kecenderungan
ekstusifisme di kalangan agama, suku, golongan

maupun kelompok.

Elksklusifisme sangat tergantung dari jenisnya,
eksklusifisme  religius bisa berlatar belakang
paham keagamaan yang sempit, jadi bersifat
teologis. Eksklusifisme ita mulai dikalangan kaum
intelektual yang sempit pandangannya. Lalu
menjadi masalah psikologis. Mereka merasa diri
dipanggil menjadi penjaga kemurniaan ajaran,
pembersih masyarakat dari apa yang maksiat,
merasa seakan-akan bertindak atas nama tuhan

1 hopeprins.undip.scid, diunduh tanggal 27 Juli 2017,
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. sendm

I\CJ ah.lt'm Tr.rorlsmc é:m Anc.lman bwt Iud'mlat:m N?\RI. i

S __.-..masyarakat merasa: kecewa bukan sekali- ~kali,
ot kehidupan yang discbabkan oleh faktor ekonomi,

melainkan untuk  waktu lama mengalami
kekecewaan mendalam serta segala janji-
perbaikan eksklusif. Selain itu eksklusifisme Juga e
hidup dari prasangka-prasangka antar kelompok, o
golongan, umat, suku dap sebagainya yang
memang selalu menonjolkan “‘mercka”, “kita” "
menjadi lebih benar, lebih suci, lebih hebat.®

. terdapat 4 (cmpat) faltor yang menyebabkan.

Berkembangnya  paham
termasuk didalamnya paham radikal, intoleransi
akan mempengaruhi terhadap persatuan dan
kesatuan bangsa. Reaksi dari masyarakat dalam
menyikapi terhadap setiap persoalan yang terjadi
secara berlebihan dengan mengabaikan norma-
norma yang ada merupakan suatu bentuk
kekacauvan, Emile Durkheim mempergunakan
istilah anomie yang diartikan suatu keadaan
tanpa norma, tidak ditaatinya aturan-aturan yang
terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak
tzhu apa yang diharapkan dari orang lain dan
keadaan memudahkan terjadinya penyimpangan
perilaku (deviasi).t

Salah satu bentuk kekacauan norma yang
terjadi saat ini di Indonesia adalah tindakan
intoleransi, radikalisme dan terof'yang telah hadir
dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai
momolk,dengan cara¥ang demikian akrab dengan
kehidupan manusia yang mengist agenda sejarah
kebiadaban manusia yang menjelma menjadi
monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu
dapat menjelmakan terjadinya "prahara nasional
dan global”, termasuk mewujudkan tragedi
kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa serta
menciptakan kebiadapan berupa aksi animalfisasi
(kebinatangan), sosial, politik, budaya, dan
ekonomi.’

2 Frans Magnis Suseno §j, “Makalah pembangunan berkelanjuran dalam
peningkatan keimunan dan ketakwaan kepada tuhar yang maha esa”,
Deparremen Hukum dan HLAM RI, Denpasar, 2003,

3 Ibid.

4 Made Darma Weda, Kriminologi, P RajaGrafindo Persada, Jakarta,
1996, hal. 32.

5 Abdul Wahid, Sunardi dan Mubhammad Iream Sidik, Kejehatan Terorisme,

Eksk[us ﬁsme itu baru akan meluas, apabﬂa_*'_i

ehshlusifsme




o tf:s.or be;ar’u ke&acauan, z‘mdm( kesewemng—j
e ._wmangan untik menimbulkan izelzacawn dczlam :

Sememara teroris adalah peiaku dfm aksi terog e

tm rieronsme dan Ancam'm. batrl Kt_d'\ulatan NKRI

Dan bahasa : xstﬂah

segi

} --'sesungguhnya berkaztan erat dengan' _kér kata
'.--'_teror dan’j juga teroris.’ Secara semantik leksﬂcal_; :

mmyam’/m tindakan ]eg;am dan mengaﬂmm

o yang bl&cl bermakna Jamak ataupun }uga tunggal_ 5 S
Dengan - demikian . terorisme bisa: diartikan -peradap an dan g Biygalah sam ancarman

- sebagai paham yang gemafiriehikukzin ifiﬁfnitiési,

aksi-kekerasan serta. begbagai kebrutalan pada .
asyarakat - sipil, -begdasarkans, miar beiamug

serta scbab motif tertentu.”

Ak51 teror basa dﬂakuk'm oleh smpapun,
kapanpun, dan d1manapun, sepanjang pihak atau
kelompok tersebut melakukan intdmidasi dengan
kekerasan dan ancaman yang berimplikasi
lahirnya ketakutan dan kemencekaman pada
pihak lain, tepatnya masyarakat sipil, maka akan
sepanjang itu pula, pihak atau kelompok tersebut
telah melakukan aksi teror dan bisa disebut
terorisme. Kejahatan terorisme adalah sebuah
takta yang cukup tua dalam sejarah. The Zealots-
Sicarii, kelompoky teroris Yahudi, berjuang
melawan kekaisaran,Romawi di Judea dengan
cara membunuh warga biasa pada siang hari
ditengah kota Yuressalem yang menimbulkan

rasa panik luar biasa.?

Aksi-aksi teror di Indonesia mulai menjadi
sorotan dunia ketika terjadi peledakan Bom
Paddys Pub dan Sari Club di Leglan, Kuta,
Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, kejadian
tersebut menimbulkan korban besar dan bersifat
massal, bahkan korban adalah orang-orang
yang tidak tahu-menahu dan tidak ambil peduli
dengan kebijakan politik negara vang menjadi

PT. Reflika Adinuna, Bandung, 2004, hal, 1.

& Pius A Partanto dan M. Dabilan Al Barey, Kamus Ilmiak Populer,
(Surabaya;, Arkola, 1994), hal.748. Lihat juga Jhon M. Echels dan Husan
Shadily, Kamus Inggris-Indonesiz, (Jakarta; Gramedia, 1975}, hal.278.

7 leimw Ensiklopedi Indonesia, {Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), hal. 3519.
Lihat juga G&C Marriam Co. Webster's New International Dictionary:
Second Edivion, vol. 2 M-Z {(New York: G. Bell and Sons LTD, 1), hal
2608,

8 Creninn dan Audrey Kurtl, Behind the Curve, Globalizatien and
Internationz! Terorism, International Security, vol 27/3. Winter 2002,
hal.34.

z‘emrzsme Rk

dipOSlSlkan scbagm sasaran antara darl tujuan E

utama yang: hendak dzcapai para { terons Korban S
-.;.':yanc‘ berszfat massal - dan ‘acak- 1n1iah yancrf-:-".:;.'_'
'mengancam keamanan dan perdamalan umat'f' i

:manusm (buman secm’zty) 9

- serius .:tcr_hg_dap ..Ledaula_jc_an_ negara, Tcronsme

merupakén kéjéhﬁtéﬁ luar biasa '(éxz‘ré'z'o'}dina?j
crizme) yang -menimbulkan ancaman uterhadap
keamanan dan keutuhan bangsa dan negara, serta -
merusak tatanan: dan -kedamaian masyarakat.
Internasional. Kejahatan terorisme merupakan
kejahatan yang terorganisir, sehingga pemerintah
dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan
kewaspadaan dan bekerja sama memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Kejahatan terorisme tidak hanya
masalah hukum dan  penegakan hukum,
melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi
yang berkaitan erat dengan masalah ketabanan
suatu bangsa. kebijakan, langkah pencegahan dan
pemberantasannya pun harus bertujuan untuk
memelihara keseimbangan - dalam  kewajiban

melindungi kedaulatan negara.”

Sejalan dengan pembukaansUUD 1945
dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan dengan tegas
bahwa “Negara Indoncsiadalah Negara Kesatuan
yang berbentuksRepublik’, selain daripada itu
Indonesiaikut berperan melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Disini dapat dipahami
bahwa tekad seluruh rakyat Indonesia sudah
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sebagai
bentuk pengakuan bersama dari seluruh rakyat
Indonesia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang
sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam
persatuan yaitu Bhinneka tunggal ika.

Indonesia sebagai bangsa yang sangat

9 Al Masyhar, Gaya Indonesia menghadang terorisme, Mandar maju,
Bandung, 2002, hal 3,
10 Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, Op cir, hal, 14,
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Teronsme merupakan kejahatan terhadap.':-f-'




. tinggi persamaan hak bag1 warga negaranya,
S '.isehmgga segala bentuk tmdakan dan - paham
_' ':::_':'.'yang___bertentanﬁan Pancasﬂa “tidak - boleh
'_'.:_berkembanv ~di negara. kesatuan Republik
Indonesm kedudukan Pancasila - sebagu dasar

PEES ﬁisafat negara (pbzloscy?scbe gronds]czg) ber51fat

_ _tetap, kuat dan t1dak boleh diubah oleh siapapun
i 'karena dengan mengubah Pancasda bemrtz

i 'membubarkan neaara dan bangsa Indonesm

Dalam sc;ar%hnva berbagm pihak telah

':beml&ng kali- ‘men¢oba ‘untuk meruntuhkan
- dan’ " ‘mengganti /Ideologi Pancasila seperti
pémberbntakan yang dilakukan oleh Partai
Komunis Indogesia (PKD), selain itu ancaman
terhadap ‘Ideologi ‘Pancasila juga datang dari
Negara Islam Indonesia (NII) atau lebih dikenal
dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah
pergerakan Politik yang berdiri pada tanggal 7
Agustus 1949 (12 Syawal 1368H) pendirinya
Sekarmadji Maridjan Kartosoewizjo. Dalam
proklamasinya ‘bahwa “Hukum yang berlaku
dalam negara islam Indonesia adalah Hukum
Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya
bahwa
Islam” dan “Hukum wyang tertinggi adalah Al
Quran dan Hadits”.

Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban

dinyatakan “Negara  berdasarkan

Proklamasi Negara Islam

negara untuk membuat undang=undang yang
berlandaskan syari'at Islam, dan pénelalan
yang keras terhadap ideologi selain Algur'an
dan Hadits Shahih yang mereka sebut dengan

“hukum kafir”. !

Pancasila adalah sumber dari segala sumber
hukum,” schingga seluruh penyelenggaraan
negara terutama semua ketentuan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila. Sebagaimana yang tersebut dalam

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan “Negara

11 hepsi/ieclotchuntuknegeriaverdpress.com/2011/11/21, diunduh tanggal
27 Juli 2017.

12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum™

Jurnal o Kepolision | Edisi 089| Agustus - Oktober 2017

% enghargai peibedmn serta sancrqt menjunjung

}\Lphamn T{:wusnw dm Ancam'm bagi Hedaulatan NKRI

“garda - terdep&n ‘dalam  mengatur Leterhban S
. Idan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila.
- Untuk menciptakan negara yang berdasarka_xj'; -f_ﬁ_ i
hukum_"sebagaimana yang dikemukakan Olehff*{:'
Aristoteles yang ‘memerintah dalam negara. -
b_ukanlgih manusia melainkan, pikiran yang adil -
dan kesusilaan menentukan baik-buruknya suat;i o

hukum. Manusia perlu dididik untuk menjadi

warga yang baik, yang bersusila yang akhirnya

akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.
Apabila keadaan tersebut dapat terwujud maka
terciptalah suatu negara hukum.®

Menurut  Didi

hukum adalah negara yang berlandaskan atas

Nazmi, bahwa negara
hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya
adalah segala kewenangan dan tindakan alat-
alat perlengkapan negara atau penguasa, sermata-
semata berdasarkan hukum atau dengan kata
lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan
mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup
warganya."”

hulaam

Paham udak dapat
dipisahkan dari paham kerakyatansebab pada

negara

akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi
kekuasaan negara atau pemerintah diartikan
sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan
atau_kedaulatan rakyat. Ada beberapa prinsip
negara hukum yaitu:*

1. asas legaliras, pembatasan kebebasan warga
negara (oleh pemerintah) harus ditemukan
dalam

dasarnya undang-undang  yang

merupakan peraturan umum. Kemauan
itu  harus

jaminan (terhadap warga negara) dari

undang-undang memberikan

tindakan (pemerintah) yang sewenang-
wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan

13 Sarju, Negara Hukum Teor dan Prakeek, That Media, Yogyakarta, 2016,
hal. 15.

14 Ihid,

15 Ibid, hal. 32.

_Endtmesm adalah negara hukum”, Pcnuhs. . ¥
mengart;kan ‘bahwa hukum “harus men_;&dl":-"




yang' txdaL benar ' pelaksanaan WEWEH&HU

_'_-undangﬂndang formal

3 '-_"Keterikatan Pemermtah pada hukum- |

4 :_.'.Monopoh paixsa{m | Pemenntah

e men}amm pcnegdkan hukum, dan

-’sebenarnya akan ter_;adL:__- L

unml«; ' :
'-'.-’Indoncsm dan ancaman dxsmtegrasfs bangsa_"

/2 ?_Bxla etmsrias, agama dan pmm dial, sme” lain
“oleh otgan pcmenntah harus. d1kemba11kan’_".'_f
-;_ciftsarnya pada undang undang tertuhs yakm S

muncui di; pentas pohnk sebag;u pr1n51p pahh g_;.'_' S

domman dalam pengaturan negara cian bangsa,'sg- : .
apalagl berkemgmaz; merubah Pancasﬂa sebagm.'_ :.' o
X dasar _}jnegara “maka:

Pe:dmdungan Hak Asasu Manu51a (HAM),' e

__.f_ancaman dlsmtecrrasx bangsa dalam artl yang

dapat dlpastlkan bahwa

membentengz

B 'Peﬂgﬂwasan oleh haklm Yang merdeka dalam z yang akan memecah belgh peggatuan dan.
Co : kesatuan Indonesm

makil, seiumh

dm menegdkkftn aturan-aturan hukum

Lk _Indonesza_ "4 sebagal - - negara -
- memberikan perlindungan yang sama terhadap
semua warga negara  sebagaimana ying
disebutkan dalam pasal 28 D ayar 1 UUD 1945
‘bahwa ”setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, - Perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum®, makna dari pernyataan
tersebut penulis menafsirkan bahwa adunya
jaminan yang disepakati bersama oleh pembuat
undang-undang dan perumus undang-undang
tersebut  yang ‘merupakan perwakilan dari
elemen masyarakat bahwa negara mengakui
hak-hak dan kewajibany yang dimiliki oleh
warganya, dan pernyataan tersebut merupakan
suatu bentuk toleransi yang inginvdirealisasikan
untuk  menjamin  keamanan, keny#manan
dan ketertiban bagi warga negaranya untuk
menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan
pergaulan antar satu dengan vyang lainnya.
Pemaksaan kehendak dan melanggar ketentuan
yang telah disepakati dan disahkan oleh lembaga
negara pada lembaran negara merupakan bentuk

kejahatan.

termasuk  dalam  kategori
16

Indonesia
masyarakat majemulk (plural society),' berpotensi
dan sangat rentan terhadap kekerasan etnik, baik

yang dikonstruksi secara kultural maupun politik.

16 Tafsiran Furnivall oleh Nasikum dalam Nasikun, sistem sosial Indonesia,
Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 39-40.

hukum :
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.-'_'bangsa Indonesia mempunyal kewapban untuk

mengamzdkan dan mengamankan Pancasda_' o
sebageu dasar negara yang -mempunyai sifat

1mperamf dan memaksa, artmya setiap warga

negara harus tunduk dan taat, siapa saja yang

menentang = Pancasila  sebagai dasar negara

harus ditindak menurut hukum yang berlaku di
Indonesia..

Penegakan hukum dan pembinaan yang
konmsten menmut Penulis akan menjadi
senjata: yang ampuh untuk membendung dan
menﬁberantaé'_ _"‘rﬁdikalisme, intoferansi / dan
terorisme”, penegakan hukum dapat dikaitkan
deﬁgan law eﬁﬁrr_ement dalam  arti sempit,
sédangkan penegakan hukum dalap arti luas,
dalam arti hukam materiel, ditstilahkan dengan
pencgakan keadilan. Dalam bahasa inggris juga
terkadang dibedakan amtara konsepsi ‘court of
lew” dalamartpengadilan hukum dan “cours
of justice” atau pengadilan keadilan. Bahkan,
dengan semangat yang sama, Mahkamah Agung
di Amerika Serikat (USA) disebut dengan
istilah “Supreme court of justice”. Istilah-istilah
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum
yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah
norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai

keadilan yang terkandung didalamnya.

17 Primordialisme adalzh sebuah pandangan atan paham yang memegang
reguh hal-hal yang dibawa sejok kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadar,
kepercayaan, maupun segale sestaru yang ada didalam Hngkungan
lJCrtﬂl!]Rﬂ}'ﬂ.

18 Disintegrasi adalah keadaan tidak bersaru padu yang menghilangnya
keutuhan atau peesatuan serta meayebabkan perpecahan.

bangSa O

c]amen._ S




Mark _]uergensmeyer “dalam - bukunya

budaya,, agama bahhan juga kalangan I&era}aan—_ |

' .:."....__“Tgr’raf‘ in. t/ye mmd of “God: the. Global rise. af
"_'_'-relzgwm mole?zce menegaskan bahwa terorisme
R -_leblh Senng dlsebabkan karena. adaﬂya cultures of

iviolnerint dzmxhkl oleh kelompokpendukungny&

) ':._.'r-'-_;:'sehmgga memuncuikan spirit: ddakukannya

~tindakan teror. ‘Walaupun aksi-aksi ' tersebut
. _-"tampak dllakukan oleh pelaku tunggal pamun
'_1L51_ak31 bermgas tersebut_selalu memlhkl
-_':.jarmgm—}armgan pendukung dan 1deolog1 yang

' dapat rnengesahkan atay membenarkan aksi-aksi

mereka Menurut ba.iahudm Wahid teronsme B

'_'-blsa dllakukan dengfm berbagal motivasi yaitu
'lxarcna alasan agama, ideologi, alasan untuk
mcmper_}uangkan kemerdekaan, alasan untuk
membebaskan diri dari ketidakadilan, dan kerena
banyaknya kepentingan."

Dengan semakin maraknya aksi terorisme
yang terjadi akhir-akhirini Penulis melihatbahwa
sikap apatis (tidak mau tahu) serta sudah semakin
lunturnya nilai kebhinnekaan yang dimiliki
bangsa ini schingga menyebabkan mudahnya
masuk ke Indongsia paham-paham asing yang
tidak sesuai dengan Paneasila. Generasi muda
bangsa ini menjadi tumpuan akan masa depan
bangsa harus diberikan pembelajaran tentang
Pancasila schingga tumbuh sikap pemahaman
tentang Ideologi bangsa ini segara utuh.

Keanekaragaman suku dan budéya bangsa,
harus kita syukuri karena perbedaan dalam
persatuan ini adalah daya penarik ke arah
suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam
suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga
keanekaragaman itu justru terwujud dalam
suatu kerjasama yang luhur. Proses terbentuknya
bangsa Indonesia bukanlah sebagai proses
kesepakatan individu karena adanya Aomo
homini lupus karena adanya penindasan individu
lain dalam kebebasan alamiah melainkan suatu
proses kesepakatan, konsensus antar elemen
bangsa membentuk suatu bangsa, ras, golongan,

19 Al Masyhar, “Gaya Indonesia menghadang terorisme”, Mandar maju,

Bandung, 2009, hal. 174,
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keraﬁan serta secara grafis terdiri atas beribu-~

ribu pulau dengan /focal wisdom-nya masing-
masing, yang unsur-unsur itu telah ada sebelum
negara . Indonesia terbentuk. Te:bentuknya
negara Indonesia didahului dengan terbenmicnya 5y

bangsa atas kesamaan cita-cita, kesamaan jiwa
karakter, serta tujuan dalam hidup bersama yang
berkesejahteraan, berketuhanan, berkemanusiaan = -
dan berkeadaban. Jadi negara Indonesia adalah
negara kebangsaan (Nafion State), bukan negara
yang merupakan kumpulan dari individu-
individu.®

Lemahnya internalisasi nilai-nilai ideologi
Papcasila, memberikan iklim yang kondusif bagi
berkembangnya paham radikalisme-terorisme
global. Nampaknya tantangan globalisasi dewasa
inisemakinrumit.Lemahnyaideologi komunisme
di dunia dewasa ini muncul suatu gerakan barn
yang bersumber pada paham keagamaan yang
fundamental.® TJelas dalam konteks Indonesia
sebagai negara kesatuan berkembangnya paham-
paham radikal, intoleransi serta tindakan teror
akan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa
Indonesia karena paham dan ajaran yang dianut
adalah bukan ajaran dan eermin ddri budaya
bangsa Indonesia yang sangat menjiinjung tinggi
perbedaan dalam persatuan dan‘kesatuan bangsa
“Bhinneka tunggal ika”.

Peranam pemangku kepentingan di negeri
ini sangat diperlukan untuk dapat berperan
secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah
yang tepat guna memberantas berkembangnya
paham-paham radikal, intoleransi, dan tindakan
teror yang akan memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa. Dengan mengedepankan
kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi
dan golongan serta dilandasi semangat persatuan
dan kesatuan bangsa dari seluruh rakyat

Indonesia kita akan dapat menjaga bangsa ini

20 Kaelan Ms, Liberalisme [deologi Negare Pancasitn, Paradigma Yogyakarta,
2015, bak.14.
21 1Ibid, hal. 31.




e : '_'_belah persatuan dan kesatuan bangsrt

mn 'E Lmusmc_ dm Aman

e .dan sega}a bentuk ancaman yang akan 1nemccah

Q_:.'_Ké_s_imgﬁian éa_n_ sé{mn e e

g _ . majemuk (plzzm[ saczefy) yang | terd111 dan berbagm

- sangat rentan untuk terjadinya berbagai macam

Lkonflik, betkembang. pqham radikal, mfo?eranss-

 dan tindakan terof yang dilakukan sangat

berpengaruh  terhadap  kedaulatan  bangsa
schingga penegakan hukum harus dilakukan
secara konsisten agar para pelaku teror tidak

akan mengulangi dan mengurungkan niatnya.

Sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila
sebagai dasar negara dan sebagai sumber
dari segala sumber hukum, nilai-nilai yang
terkandung dalam butir-butir Pancasila tersebut
mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah
bangsa yang sangat menjunjung tinggi dan
menghormati hukum dan hak-hak asasi orang
lain. Dalam “Bhinpeka Tunggal Ika” bangsa
Indonesia hidup secara rukun dan damai karena
bangsa Indonesia didirtkan dengan semangat
persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen
bangsa saat itu, sehingga bangsa Indonesia
menjadi milik serua rakyat Indonesia bukan
milik golongan tertentu, segala bentuk tindakan
yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai
dasar negara harus disingkirkan dari kehidupan
bangsa Indonesia dan menjadi kewajiban seluruh
warga negara Indonesia untuk mempertahankan
persatuan dan kesatuan bangsa dari segala bentuk
ancaman {intoleransi, radikal dan segala bentuk
perbuatan teror) yang akan memecah belah

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRT).

2. Saran

Pengetahuan tentang Pancasila  harus

diberikan _'_'kepada genera51 angsa ' secara

: _._"':.berkesmambungm pada sekolah- sekoiah tmglxat___._-_-_-
e .dasar sampai. kepada Unwers1tas (PT) sehmgga-_' S
Gl 'pemahaman terhadap mlau nilai yang terdapat-"-" o
"_-'daiam Panc3.511a dapat dipaharm dan dzamall\an_'__:_ o
“oleh seluruh warga negara ‘Indonesia- dengan e
S ' '-.'balk dan benar,. Selain danpada it peranan_;f' .

Bangsa Indonesza merupak'm masyarakat '_para pe - A ngku kepentx ngan - bangsa harus

._dapat bertmdak netral dengan mengedepankan

; '_'._';n:ar_:am suku-‘dan budaya ying mc:n:y_ebabkan_':: petorn

bangsa dxatas

1ntolemn51 maupun segala bentuk ancaman teror
yang berten‘mngan dencran Pancasila.

Bahan Bacaan.
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